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BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah -Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

~11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

' Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah

~ diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
~ Tahun 2015; _ '

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun

- 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006
"Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

~ Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2016
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

"~ dan '
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016 : _



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah

1.552.504.886.146,00 Bertambah sejumlah
1.777.850.088.571,54 Dengan rincian sebagai berikut:
"1, Pendapatan
a. Semula
b. bertambah
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan -

1.512.333.820.306,00
119.081.364.495,00

Belanja

a. Semula

b. bertambah
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit)
Setelah Perubahan

1.549.554.886.146,00
226.845.202.425,54

Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula
2, Bertambah
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan
Pengeluaran
1. Semula
2. Berkurang
Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan

. Pembiayaan Netto

40.171.065.840,00
106.263.837.930,54

2.950.000.000,00
. {1.500.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Pasal 2

225,345.202.425,54

1.631.415.184.801,00

1.776.400.088.571,54

146.434.903.770,54

1.450.000.000,00

menjadi

Sehingga

(144.984.903.770,54)

144,984.903.770,54

0,00

(1) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
1, Semula
2. Bertambah _
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah

Perubahan .

Dana Perimbangan

1. Semula '

2. Bertambah

~ Jumlah Dana Perimbangan Setelah
Perubahan '

Lain-lain Pendapatan Daerah

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
. Yang Sah

Yang Sah

109.873.267.804,00

25.031.051.342,00

990.070.780.812,00
216.253.751.406,00

412.389.771.690,00
(122.203.438.253,00)

134.904.319.146,00

1,206.324.532.218,00

290,186.,333.437,00

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah
" 1. Semula
2. Bertambah :
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan
Retribusi Daerah
1. Semula
- 2. Bertambah
Jumlzah Retribusi Daerah Setelah
Perubahan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

22,309.000.000,00
2.298.000.000,00

20.003.131.284,00
4.616.439.374,00

24.607.000.000,00

24.619.570.658,00



dipisahkan R

1. Semula - 3.685.561.943,00

2. Berkurang (1.260.385.290,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan 2.425,176.653,00
Daerah yang dipisahkan Setelah
‘Perubahan = .

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
1. Semula _ 63.875.574.577,00
2. Bertambah , 19.376.997.258,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 83.252,571.835,00
Yang Sah Setelah Perubahan : -

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil :
1. Semula , 54.902.454.812,00
2. Bertambah - ' I 5.609.818.406,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Perubahan 60.512.273.218,00

b, Dana Alokasi Umum .
1. Semula A 807.907.686.000,00
2. Bertambah .
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah 807.907.686.000,00
Perubahan :

¢. Dana Alokasi Khusus
1. Semula : 127.260.640.000,00
2. Berkurang 210.643.933.000,00
- Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah 337.904,573.000,00
Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagau'nana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula ' 54.625.114.690,00

2. Bertambah 27.305.694.747,00 :

Jurmlah Dana Bagi Hasil Perubahan 81.930.809.437,00
b. Dana Penycsua1an dan otonomi Khusus

1. Semula 357.764.657.000,00

2. Berkurang (212.832.373.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi 144,932.284.000,00

Khusus Setelah Perubahan .

¢. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula . :
2. Bertambah : 63.323.240.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dan Propinsi 63.323.240.000,00
atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah :
- Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung ' :
a. Semula 1.039.732.629.157,00

b. Bertambah - 7 78.710.850,432,54
- Jumlah  Belanja  Tidak  Langsung ‘ 1.118.443.479.589,54
Perubahan
b. Belanja Langsung
a. Semula 509.822.256.989,00
b. Bertambah 148.134.351.993,00
Juml]ah Belanja Langsung Setelah ' 1657.956.608.982,00

Perubahan



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:

a.

Belanja Pegawai
1. Semula

. 2. Bertambah

Jumlah Belanja Pegawai Perubahan

Belanja Hibah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah

. Perubahan

Belanja Bagi Hasil
1. Semula

2. Berkurang
Jumlah Belanja
Perubahan

Bagi Hasil Setelah

Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan

Belanja Tidak Terduga

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan

778.350.793.477,00
32.000.334.514,10

9,599.525.000,00
16.482.400.000,00

6.406.647.816,00
1.376.088.800,00

3.970.493.688,00
1.380.044.650,00

239.475.583.816,00
28.372.552,100,00

1.929.585.360,00
(900.569.631,56)

810.351.127.991,10

26.081.925.000,00

7.782.736.616,00

5.350.538.338,00

267.848.135.916,00

1.029.015.728,44

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.

Belanja Pegawai

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Pegawai Perubahan

Belanja Barang dan Jasa

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah
Perubahan

Belanja Modal
1. Semula
2. Berkurang

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Pasal 4

48.719.175.600,00
4.078.752.000,00

178.206.710.558,00
45.014.266.797,00

282.896.370.831,00
99.041.333.196,00

52.797.927.600,00

223.220.977.355,00

381.937.704.027,00

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a.

Penerimaan Pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah

Perubahan

Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Pengeluaran Pemblayaan Setelah
Perubahan

40.171.065.840,00
106.263.837.930,54

2.950.000.000,00
(1.500.000.000,00)

146.434.903.770,54

1.450.000.000,00



(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula

2. Bertambah
Jumlah SiL.PA

40.171.065.840,00
106.243.425.430,54

Tahun Anggaran 146.414.491.270,54

Sebelumnya Setelah Perubahan

b. Penerimaaan Piutang Daerah

1. Semula
2. Bertambah 20.412,500,00
Jumlah Penerimaaan Kembali Pemberian 20.412.500,00

Pinjaman Setelah Perubahan

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari:

Penyertaan Modal (investasi) daerah

a. Semula 2.950.000.000,00
b. Berkurang (1.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah 1.450.000.000,00

Setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran 1 -
2. Lampiran 11
3. Lampiran III

4, Lampiran IV

S.Lampran V

6. Lampriran VI
7
8
9
10.Lampiran VIII

11.Lampiran IX

Lampiran VIL.2 :

. Lampiran VILI :
_Lampiran VIL3 :

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Perjabatan;

Daftar Laporan Realisasi Anggaran;

Daftar Neraca;

Daftar Laporan Arus Kas ;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai landasan
operasional atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 8 September 2016

BUPATI PACITAN
Cap.TTd

INDARTATO

Diundangkan dl Pacitan
Pada Tanggal 8 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
p KABUPATEN PACITAN

1“4
Drs SUKO WIYONO, MM
(V¥ Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar | setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkandi : Pacitan
Pada Tanggal : 8 September 2016

BUPATI PACITAN
Cap.TTd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 8 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUP:.T?/ ACITAN

Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 Nomor 3



